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Prakata 


Dewasa ini buku tentang perpajakan dalam bahasa Indonesia sudah 
cukup banyak yang menulis dan dapat ditemui di toko-toko buku 
dan perpustakaan nasional. Umumnya buku perpajakan yang beredar 
memuat pengetahuan perpajakan dari aspek praktis yang membahas lebih 
banyak dari sisi undang-undang dan penghitungan akuntansi. Untuk 
pemahaman lebih jauh, diperlukan suatu pendekatan filosofis-teori 
sebagai dasar pemahaman praktis. Buku ini menawarkan suatu alternatif 
kajian perpajakan lebih mendalam yang meliputi tidak saja pemahaman 
aturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh juga memuat landasan 
teori ekonomi perpajakan. Dengan demikian diharapkan bagi masyarakat 
yang berminat tentang pengetahuan perpajakan dapat mengetahui dan 
memahami hakekat keberadaan pajak sebenarnya. Penulisan praktis 
tentu tidak salah, tetapi untuk konsumsi kajian pengembangan ilmu 
tentu diperlukan suatu sumber teori yang mendasari pemahaman praktis. 
Perpajakan sebagai pengetahuan memiliki dimensi yang sangat luas. Ia 
tidak saja bicara tentang hukum aturan dan penghitungan pajak yang 
harus dibayar dan dilaporkan seorang wajib pajak. Lebih jauh pajak 
merupakan bagian dari ilmu ekonomi, sosial politik, akutansi, dan 
administrasi. Buku ini mencoba membahas perpajakan dari aspek 
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ekonomi dan pembangunan ekonomi di samping teori dasar perpajakan, 
serta sekaligus juga menyuguhkan hasil kajian penulis tentang hubungan 
pajak dengan kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten/kota 
provinsi Jawa Timur. 

Bagi mahasiswa, masyarakat yang berminat di dalam memahami pajak 
sebagaibagian darisuatuilmuekonomi,bukuini menjadireferensiyangsangat 
bermanfaat. Hal ini karena materi buku dilengkapi dengan berbagai teori 
ekonomi dan teori perpajakan sesuai dengan judul buku Dimensi Ekonomi 
Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Pajak di Indonesia adalah alat 
fiskal yang sangat penting, terbukti hampir 7096 dana yang bersumber dari 
APBN berasal dari pajak. Pembangunan perlu investasi yang sangat 
besar, ini dapat dibiayai dengan berbagai cara, dengan utang, cetak 
uang, pajak, dan lain lain. Pajak adalah modal investasi dalam negeri 
yang menunjukkan kemandirian. Pembiayaan selain dengan pajak 
bisa berisiko ekonomi yang negatif. Oleh karena itu, buku ini mencoba 
membahas dampak ekonomi akibat pemungutan pajak dan bagaimana 
pula pengaruhnya di dalam pembangunan ekononomi dan kesejahteraan 
masyarakat. Pentingnya alokasi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang 
efisien dan distribusi yang adil merata menjadi kajian menarik yang dapat 
ditemui dalam buku ini. Demikian pula bagaimana pentingnya peranan 
pajak dalam ilmu ekonomi berimplikasi pada bagaimana suatu kebijakan 
perpajakan perlu didasarkan pada aspek makro dan mikro ekonomi. Lebih 
jauh dalam era desentralisasi fiskal bagaimana posisi pajak sebagai transfer 
dana perimbangan memegang peranan sentral dalam pembangunan dan 
kesejahteraan daerah. Sejalan dengan itu pentingnya pemahaman konsep 
teori kepatuhan pajak dan konsep strategi kepatuhan pajak (strategy 
compliance) menjadi bagian kajian pula dalam penulisan ini. 

Penyajian buku Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan 
Ekonomi ini dilakukan secara teoritis sistimatis, aplikatif dan dilengkapi 
pula dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian 
penulis di daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, 
buku ini baik digunakan oleh mahasiswa, dosen, praktisi, konsultan pajak, 
dan pihak lain yang berminat dalam memahami ekonomi perpajakan. 
Mudah-mudahan buku yang sederhana ini akan memperjelas pemahaman 
dan interpretasi pajak dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi. Penulis 
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menyadari betapa luasnya ilmu ekonomi perpajakan dan buku ini hanya 
sebagian kecil saja dari padanya. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada segenap keluarga dan kolega atas segala doa dan support-nya 
dalam penyelesaian buku ini. Kepada semua pihak terutama kampus di 
mana kami mengabdi, Direktorat Jenderal Pajak, dan penerbit, terima 
kasih atas segala dorongan dan motivasinya, sehingga buku ini dapat 
disusun dan diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amiin. 


Jakarta, 2012 


Penulis 
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Bah 1 
Teori Perpajakan 


Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat membantu pembaca 
memahami berbagai aspek umum dalam perpajakan. Aspek-aspek umum 
dalam perpajakan tersebut seperti pengertian pajak, teori pemungutan 
pajak, subjek dan objek pajak, asas-asas pengenaan pajak, fungsi pajak, 
hingga kebijakan fiskal dalam perpajakan dan teori ekonomi yang 
melandasinya. Materi yang disajikan dalam bab ini diuraikan baik secara 
grafis, matematis dan eksplanatif untuk memberikan pemahaman umum 
tentang perpajakan secara agregat. Kompetensi yang diharapkan setelah 
mempelajari bab ini adalah: 

1. Mampu memahami konsep-konsep dasar dalam perpajakan 

2. Mampu memahami aspek-aspek dalam pengenaan pajak 

3. Mampu memahami fungsi dan peranan pajak dalam 
pembangunan 

4. Mampu memahami mekanisme kebijakan fiskal dalam teori 
ekonomi 
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A. Pengertian Pajak 


Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam 
menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. 
Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam 
membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan 
maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna 
mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka 
dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek 
maupun objek pajak yang ada. 

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut 
Mangkoesoebroto (1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang 
merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan 
pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek 
pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan 
penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 
berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut 
berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, yang dapat 
dipaksakan kepada subjek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah. 

Menurut pandangan Sommertfeld, et al., (1994: 4) pajak didefinisikan 
sebagai ”.... We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of 
resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific 
benefit of egual value and on the basis of predetermined criteria, enforced to 
accomplish some of a nations economic and social objectives.” 

Sementara itu, Jones (2002: 4) mengemukakan definisi pajak sebagai 
“...a tax can be defined simply as a payment to support the cost of government. 
A tax differ from a fine or penalty imposed by a government because a tax 
is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, 
taxes are compulsory, anyone subject to a tax is not free to choose whether or 
not to pay.” 

Banyak para ahli menggunakan istilah iuran atau kontribusi dalam 
mendifinisikan pajak. Sommerfeld sebagaimana dinyatakan di atas 
menggunakan istilah non-penal transfer of recourse. Penal yang berarti 
hukuman denda, sedangkan non-penal adalah sebaliknya, yaitu bukan 
hukuman ataupun denda. Dengan demikian pajak adalah bukan pungutan 
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akibat suatu tindakan melawan hukum kriminal atau denda (criminal or 
civil penalty/fine). Pajak yang dipungut dari seseorang wajib pajak bukan 
suatu akibat kesalahan dan kesengajaan atas kewajiban hukum. Di pihak 
lain, hukuman adalah sanksi atas suatu perbuatan yang dapat merugikan 
masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu tindakan kriminal akan 
dikenakan sanksi hukuman pidana dan ini tidak terkait dengan pajak 
sama sekali. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Jones sebagaimana 
dikemukakan di atas. Baginya pajak juga bukan hukuman atau sanksi, 
atau hukuman bagi perilaku yang salah, sebaliknya pajak adalah kewajiban 
setiap warga negara yang menurut ketentuan dikenakan pajak. Dengan 
demikian pajak bukanlah pilihan (option), yang membedakan antara boleh 
membayar atau tidak membayar, tetapi pajak adalah suatu kewajiban. 

Pada sisi lain, pajak dikenakan atas ukuran-ukuran tertentu antara 
lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/ 
peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak. Oleh karena itu, walaupun 
di dalam pajak ada sanksi/denda kenaikan dari pajak kurang bayar 
akibat pelaporan pajak tidak benar misalnya, tetapi hukuman ini tetap 
tunduk pada ukuran tertentu di bidang perpajakan dan bukan kesalahan 
hukum pidana. 

Unsur penting lain dari definisi Sommerfeld adalah compulsory 
yaitu kewajiban. Pajak adalah kewajiban yang berarti dapat dipaksakan 
dan karenanya harus diatur dalam suatu undang-undang perpajakan. 
Dengan demikian pajak akan terutang menurut undang-undang 
dan karena itu dapat dipaksakan. Seseorang warga negara sudah ada 
kewajiban bayar pajak ketika secara undang-undang perpajakan baik 
formal dan materil orang tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai 
wajib pajak. Artinya, orang tersebut misalnya, paling tidak bertempat 
tinggal di Indonesia untuk jangka waktu 183 hari atau berniat tinggal 
di Indonesia dan sekaligus mempunyai penghasilan di atas penghasilan 
tidak kena pajak (PTKP). Dengan demikian munculnya kewajiban 
membayar pajak tidak perlu sampai menunggu adanya suatu ketetapan 
pajak (skp) yang diterbitkan oleh fiskus. Aspek lain, yaitu /evied on the 
basis of predetermined criteria. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa 
alasan pemungutan pajak haruslah berdasarkan suatu kriteria yang telah 
ditentukan. Kriteria subjek pajak, objek pajak terkait siapa subjeknya, 
dan apa objek pajaknya haruslah dirumuskan sebelumnya dengan jelas. 
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Salah satu definisi pajak yang banyak menjadi acuan adalah 
yang diajarkan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani, "Pajak adalah iuran 
kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Tampak jelas 
titik berat pemahaman pajak dalam pandangan ini bahwa pajak adalah 
sebagai pungutan penerimaan (fungsi budgetair) dari pajak, sedangkan 
fungsi lainnya, yaitu fungsi mengatur belum dimasukkan. Akhir-akhir 
ini berkembang pendapat di masyarakat tentang perlu dihapuskannya 
istilah “dapat dipaksakan”. Hal ini terlebih dihubungkan dengan adanya 
“Surat Paksa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 19 
Tahun 1985 tentang penagihan pajak. Seperti diketahui Surat Paksa 
adalah suatu instrumen penagihan pajak yang digunakan dalam hal 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar surat ketetapan pajak 
(skp) setelah jatuh tempo, bahkan setelah dilakukan peneguran. Terkait 
dengan “dapat dipaksakan,” kiranya sudah sejalan dengan pemahaman 
tentang “kewajiban.” Pajak sebagai bagian hukum pajak hanya akan 
efektif berjalan bilamana ada upaya penegakan hukum bagi mereka yang 
melanggarnya. Oleh karena itu, “dapat dipaksakan” dapat dipandang 
sebagai suatu konsekuensi kondisi karena adanya “kewajiban” pajak yang 
harus dibayar. Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya 
akan terkena denda ataupun sanksi hukum pajak. Dari perspektif sistem 
pemungutan self assessment, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan 
penuh dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor 
pajaknya. Di balik pemberian kepercayaan ini tentu dituntut adanya 
suatu tanggung jawab atau tingkat kepatuhan pajak yang besar dari wajib 
pajak untuk memenuhi harapan kepercayaan ini. Kata dapat dipaksakan 
menjadi sangat tepat menjadi jembatan ketika dihadapkan dengan fakta 
pilihan antara kepercayaan yang sudah diberikan dengan tanggung jawab 
yang menyertainya. 

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan 
bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer 
pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan 
yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan 
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dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik). Di dalamnya 

terkandung sutu keharusan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan 

kewajibannya dan apabila tidak membayar pajak akan terdapat sanksi 
dari pemerintah. 
Secara kronologis perkembangan pengertian pajak dapat diuraikan 

sebagai berikut (Brotodihardjo, 1993:3). 

a. Definisi Perancis (Leroy Beaulieu, 1906): Pajak adalah bantuan, 
baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasan 
publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja 
pemerintah. 

b. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919): 
Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara pe- 
riodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh 
badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan, 
di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena 
undang-undang telah menimbulkan utang pajak. 

c. Edwin R. A Seligman (1925): Tax is compulsory contribution 
from the person, to the government to defray the expenses 
incurred in the common interest of all, without reference to special 
benefit conferred. 

d. Smeets (1951): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang 
terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, 
tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 
yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah 


Berdasarkan kronologis pengertian di atas, pada intinya pajak 
merupakan iuran atau prestasi dari masyarakat kepada pemerintah yang 
bersifat memaksa dan dengan tidak ada kontraprestasi yang jelas dengan 
tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada intinya pajak 
adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang 
dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak 
ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. 
Dengan demikian pajak pada dasarnya merupakan ketentuan yang 
sifatnya dapat dipaksakan guna membiayai belanja pemerintah. 
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Dalam implementasinya pajak adalah peralihan kekayaan dari 
pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 
utama untuk membiayai public investment (Soemitro, dalam Zain, 
2003:11). Dengan demikian jelas bahwa pajak merupakan pungutan 
atau iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat yang 
bersifat pemaksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa 
harus segera menerima balas jasa akibat pembayaran pajak. Namun, 
setelah pembayaran pajak dilakukan dan diterima oleh kas negara 
sebagai tabungan pemerintah, maka penerimaan pemerintah tersebut 
dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (public 
investment). Hal ini berarti pajak dapat dinyatakan telah melakukan 
fungsi budgeter-nya, sedangkan fungsi pajak juga dimaksudkan untuk 
mengatur perekonomian (regulatory role) guna mencapai sasaran 
keadilan ekonomi dan kemakmuran yang merata baik material 
maupun spiritual. 


1. Definisi pajak berdasarkan perundang-undangan Indonesia 


Pengertian pajak dalam undang-undang perpajakan Indonesia 
memenuhi beberapa aspek pengertian pajak dalam teori-teori pajak 
yang ada. Meski tidak menyebutkan secara tegas tentang kewajiban 
masyarakat, tetapi kata “memaksa” dapat mewakili. Berbeda dengan 
teori-teori pajak lainnya, pajak dalam undang-undang Indonesia 
memasukkan kata kemakmuran rakyat dalam definisinya. Hal ini sesuai 
dengan makna dari pajak itu sendiri adalah untuk kemakmuran rakyat. 
Hal ini berarti prinsip-prinsip pengenaan pajak yang adil, kepastian 
hukum dan ekonomis mendapat tempat di dalam kata kemakmuran atau 
kesejahteraan, dan ini menandakan fungsi pajak lainnya, yaitu fungsi 
mengatur sudah dimasukkan dalam pengertian ini. Dengan demikian 
seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan baik 
formal dan materil harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Berikut dapat 
disimak pengertian pajak dimaksud. Sesuai dengan Pasal 1 Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Berbagai aspek pandangan dari berbagai ahli menunjukkan adanya 
persamaan dan perbedaan dalam mendefinisikan pajak. Namun, patut 
dipahami bahwa suatu definisi mendekati sempurna bilamana batasan- 
batasan yang diberikan dapat mencerminkan semua karakteristik atau 
ciri yang melekat pada definisi yang dibuat. 


2. Karakteristik yang melekat pada definisi pajak 


Dari beberapa definisi dan pemahaman pajak di atas dapat ditemui 
beberapa ciri pajak. 

a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang- 
undang dan berikut peraturan pelaksanaannya. 

b. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan 
melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran 
tertentu antara lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada 
suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak. 

c. ' Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontra prestasi) 
secara langsung. 

d. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat 
paksaan dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi. 

e. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat 
(public investment) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 


B. Beberapa Teori Pemungutan Pajak 


Seseorang tentu perlu tahu ke mana arah tujuan melangkah untuk 
tidak tersesat di jalan. Begitu pula dengan perangkat apa ia harus 
berjalan dan jalan mana saja yang harus dilaluinya agar dapat tiba 
tepat sasaran dan waktu. Pajak sebagai instrumen fiskal yang 
merupakan penerimaan negara adalah kemudian menjadi suatu 
investasi pemerintah dan kemudian ditujukan untuk memenuhi 
kemakmuran rakyat. Namun, menjadi pertanyaan mengapa dan 
apa alasan yang mendasari sampai masyarakat harus dengan 


cara membayar pajak demi untuk memenuhi kemakmurannya. 
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Berikut ini beberapa teori yang mendasari perlunya pajak dipungut 
dari masyarakat. 


1. Teori asuransi 


Dalam teori ini pemungutan pajak dianalogkan dengan pembayaran 
premi asuransi. Dalam upaya terhindar dari ketidakpastian keselamatan 
masa depan, seseorang akan membayar premi asuransi sehingga ia 
dapat terlindungi. Dalam hubungan negara dan warganya, maka pajak 
dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang akan digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan publik. Terdapat kelemahan dalam teori 
ini karena apabila terjadi kerugian seseorang, maka tentu masyarakat 
tidak akan dapat penggantian secara langsung. Demikian pula tidak ada 
hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan jasa publik 
yang diberikan negara. 


2. Teori kepentingan 


Teori ini menitik beratkan pada adanya kepentingan atau 
ada kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 
Dalam kesehariannya masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa segar 
sehat, terpenuhi jasa publik lainnya, pendidikan dan sebagainya, yang 
semuanya memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, adalah wajar apabila 
negara membebankan biaya ini kepada warganya. 

3. Teori gaya pikul 

Tori ini menekankan pada rasa keadilan, karenanya beban pajak juga 
haruslah adil bagi setiap orang. Pajak yang akan dibayar oleh seseorang 
dianggap sebagai beban yang harus dipikul oleh orang tersebut. Oleh 
karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, beban pajak tersebut harus 
sesuai dengan daya pikul seseorang. Gaya pikul diukur dari seberapa 
besar penghasilan seseorang dan sekaligus seberapa besar biaya yang 
dikeluarkannya. 


4. Teori bakti 


Teori ini memandang kepentingan negara berada di atas 
kepentingan warganya. Adalah kewajiban mutlak setiap warga negara 
untuk membuktikan baktinya sebagai warga negara terhadap negara. 
Atas dasar kepentingan negara, maka negara memiliki hak mutlak 
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untuk memungut pajak. Individu-individu tidaklah berdiri sendiri, tetapi 
merupakan suatu komunitas yang menjelma menjadi negara, karenanya 
negara berhak atas satu dan yang lain. Dengan demikian ada kesadaran 
masyarakat untuk membuktikan baktinya terhadap negara dalam bentuk 
pembayaran pajak. 
5. Teori asas gaya beli 

Teori ini mengasumsikan pemungutan pajak sebagai pompa, di 
mana kekuatan gaya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekuatan 
gaya beli rumah tangga negara. Dengan kekuatan gaya beli inilah 
(pajak masyarakat), kemudian negara menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat. 


C. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak 


Sebelum pajak dapat dipungut dari masyarakat perlu dirumuskan dengan 
benar terlebih dahulu siapa subjek pajaknya dan apa objek pajaknya. Hal 
ini dilakukan demi kepastian landasan hukum yang dibangun. Pajak tidak 
saja menyangkut hukum, tetapi juga menyangkut ekonomi, keadilan, dan 
juga pencatatan pembukuan. Pertimbangan kriteria yang melekat atas 
subjek pajak dapat berupa kewarganegaraan, domisili, tempat tinggal, 
dan sebagainya. Sementara itu, objek pajak adalah menyangkut sasaran 
yang akan dikenakan pajak dapat berupa penghasilan, pertambahan 
nilai, bumi bangunan dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan perihal 
subjek pajak dan objek pajak dimaksud. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan, pengertian subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju 
oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dengan demikian subjek 
pajak akan tergantung pada jenis pajak yang dikenakan yang tertuju 
kepada subjek dimaksud. 

1. Subjek pajak penghasilan (PPh) 

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan, menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. Orang pribadi 


Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia 
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b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 
yang berhak. 
Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak 
pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak 
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 
berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. 

c. Badan 
Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan undang-undang tentang pajak 
penghasilan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal 
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

d. Bentukusaha tetap 
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha 
yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 
jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan 
sebagai subjek pajak tersendiri yang terpisah dari badan. Bentuk 
usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 
dipersamakan dengan subjek pajak badan. 


Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa subjek pajak 
terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang 
dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 
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12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
Pada prinsipnya orang yang menjadi subjek pajak dalam negeri 
adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. 
Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal 
di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia yang ditimbang menurut keadaan. Keberadaan 
orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut- 
turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada 
di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di 
Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

c. ' Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 
yang berhak 


Adapun yang tidak termasuk subjek pajak adalah: 

a. Badan perwakilan asing 
Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau 
pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang 
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat 
tinggal bersama-sama mereka dengan syarat mereka bukan 
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 
memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, 
serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan 
timbal balik 

c.  Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi 
tersebut, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain 
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian 
pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada 
anggota 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang dite- 
tapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara 
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
atau pekerjaan lain. 
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Selanjutnya yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan 
usaha atau melakukuan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia. 


2. Subjek pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM) 


Subjek pajak PPN dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
PKP adalah pengusaha (badan dan orang pribadi) yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), 
pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di 
dalam daerah pabean, impor, dan ekspor BKP. Secara umum, setiap 
PKP diwajibkan untuk memungut PPN dan PPnBM, menyetor dan 
melaporkan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan 
atau JKP. Untuk menjadi PKP setiap pengusaha wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini, bagi pengusaha kecil 
(pengusaha dengan penjualan kurang dari Rp600 juta setahun) diberi 
kelonggaran untuk memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
atau tidak. 


3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 


Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan 
atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
Subjek pajak tersebut harus mendaftarkan diri pada kantor-kantor 


19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com . 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Pelayanan Pajak Pratama, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan 
atau bangunan yang dimilikinya, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang 
atau badan tersebut. Sementara itu, penanggung PBB adalah orang atau 
badan yang mempunyai hak atas bumi/tanah dan atau memperoleh 
manfaat atas bangunan. 
4. Objek pajak 

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan 
dasar untuk menghitung pajak terutang. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 
disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun. 


5. Objek Pajak Penghasilan (PPh) 


Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan 
yang termasuk sebagai objek pajak adalah: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa, dan 
asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan 
dalam bentuk lainnya, 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, 

c. Laba usaha, 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, 

f£ Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang, 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 
sisa hasil usaha koperasi, 
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Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, 

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, 

Premi asuransi, 

Turan yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggo- 
tanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas, 

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak, 

Penghasilan dari usaha berbasis syariah, 

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan 


Surplus Bank Indonesia. 


Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Objek pajak PPN diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang- 


Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 
4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan 
Nilai atas: 


a. 


Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh Pengusaha, 

Impor Barang Kena Pajak, 

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha, 

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean, 

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean, 

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, 
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 
Pajak, dan 

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
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